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Perencanaan stratejik merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi. Karena itu perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai di sana. 
Bagi manajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanan merupakan starting point bagi proses-proses manjemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.
Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ini dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Performance plan / RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget / RKA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Performance Agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan DKP3A; dan
5. Penyusunan LaporanKinerja  Instansi Pemerintah (LKjIp) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala,


Ir. Hj. Halda Arsyad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601028 198503 2 009
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(EXECUTIVE SUMMARY)


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.Capaian Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dikatakan cukup berhasil dengan uraian sebagai berikut:
1. Kesetaraan dan keadilan gender
Sejak tahun 2010 hingga 2017, Pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur  berada diatas angka nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar. Capaian IPG Prov. Kalimantan Timur dalam tahun 2010-2017 cenderung meningkat.
2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Beberapa kelembagaan perlindungan Anak yang terbentuk adalah PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
3. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Upaya Pengendalian penduduk dilakukan dengan memperhatikan dampak dari  Bonus Demografi. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur  tahun sampai pada 2035,  menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana Program dan Kegiatan pengendalian penduduk.
4. Sistem informasi gender dan anak
Informasi Gender dan Data anak dapat  diperoleh melalui Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Fasilitasi Pelayanan administrasi kependudukan
Rangkaian Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan Data.
Di sisi lain untuk menunjang program dan kegiatan DKP3A selaras dengan visi misi Provinsi Kalimantan Timur dibuat tujuan dan sasaran jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:
1. Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
a. Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Meningkatkan keberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur
a. Meningkatnya implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif
a. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
a. Meningkatnya kualitas keluarga
5. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
a. Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana sarana prasarana penunjang pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A
a. Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana
Dengan telah menyelaraskan  pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023  ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran  dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 urusan yaitu urusan pengendalian penduduk, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pelayanan adminsitrasi kependudukan merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang cukup penting dan memiliki kontribusi untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
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I. 1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan Pemerintahan konkuren, yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk ke dalam urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai  tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam Urusam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari badan menjadi dinas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) dengan mandat 3 urusan yaitu urusan pengendalian penduduk, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pelayanan adminsitrasi kependudukan. Untuk  mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur maka disusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rencanan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Renstra berisi tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. 
Selanjutnya, penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dalam hal ini RPJMN Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, Renstra BKKBN Tahun 2015-2019; di tingkat provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada Visi Gubernur.
Alur dan tahapan penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat digambarkan dalam bagan alur. Penyusunan Renstra DKP3A  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023  mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A  Provinsi Kalimantan Timur.
Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat dalam Peraturam Menteri 86 tahun 2017, disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB.


A. Proses Penyusunan Renstra
Adapun Proses Penyusunan Renstra  melalui tahap :
a. Persiapan Penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Tim Penyusun Renstra dengan Surat Keputusan Kepala Dinas guna melakukan penyesuaian tentang implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan pencapaian kinerja Gubernur. 
b. Penyampaian rancangan Renstra Penyelarasan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
c. Kemudian tim penyusun Renstra Penyelarasan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Rancangan Renstra kepada Tim Evaluasi Renstra penyelerasan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur. 
d. Finalisasi Renstra untuk menindaklanjuti hasil rancangan Renstra Penyelarasan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan penyempurnaan.


I. 2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419; 
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Trans nasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol  Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
11. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 
12. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
13. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
17. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
18. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 
19. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 123);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
21. Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
24. Peraturan Mneteri Dalam negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Cara perencanaan pengendalian Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. ....... tahun .......... Prov Kalimantan Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023
I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan  dan penganggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu lima tahun (Tahun 2019-2023) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. 
Tujuan dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:
1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.




I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I    Pendahuluan
	Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
	Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
	Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.










[image: ]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

II. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Dasar Pembentukan 
Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. 
B. Struktur Organisasi
[image: ]Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59  tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.















C. Tugas Pokok Dan Fungsi 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidangperlindungan perempuan dan perlindungan anak; 
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak; 
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,  ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan,  hukum dan kehumasanserta pengaduan masyarakat;
c. penyiapan bahan koordinasi  penyusunan anggaran,  perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,  pengendalian serta pengembangan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan.Untuk melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukanmenyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil;Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan
e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.Untuk melaksanakan tugas, 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknisperlindungan perempuan;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknisperlindungan anak;
e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak
Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,  pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak.Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis data dan informasi gender;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis data dan informasi anak;
e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sistem Data Gender dan Anak
Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,  pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender.Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis data dan informasi gender;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis data dan informasi anak;
e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,  pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis pengendalian penduduk;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis keluarga berancana;
e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan  pengaturan teknis kualitas keluarga; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

II. 2 SUMBER DAYA

A. Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 74 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 53 orang dan Non ASN 21. Pegawai ASN terdiri dari 21 orang Laki-Laki dan 32 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan  sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah  penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian  tugas dan   peran pegawai  guna  pencapaian kinerja secara efektif, efisien  dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai. 



Tabel 1.
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
	No
	Tingkat Pendidikan
	PNS
	Non PNS
	Jumlah

	
	
	L
	P
	L
	P
	

	1.
	SLTA Sederajat
	5
	3
	7
	0
	15

	2.
	D3
	1
	2
	1
	1
	5

	3.
	S1
	8
	17
	16
	5
	46

	4.
	S2
	4
	10
	0
	0
	14

	5.
	S3
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	18
	32
	24
	6
	53


Keterangan :Data per 31 Desember 2018

Tabel 2.
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan 
	No
	Golongan
	L
	P
	Jumlah

	1.
	Golongan II
	4
	1
	5

	2.
	Golongan III
	11
	24
	35

	3.
	Golongan IV
	3
	7
	10

	Total
	18
	32
	53


Keterangan : Data per 31 Desember 2018

B. Sarana dan Prasarana (Aset)
Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:








Tabel 3.
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A
	No
	Jenis Sarana dan Prasarana
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1.
	Gedung A & Halaman
	√
	√
	1

	2.
	Gedung B
	√
	√
	1

	3.
	Kendaraan Roda 4
	√
	
	11

	4.
	Kendaraan Roda 2
	√
	
	9


Keterangan : Data per 31 Desember 2018

Selain kondisi sarana dan prasarana diatas termasuk juga aset berupa peralatan dan mesin sebagai penunjang opersional dengan jumlah aset sebesar Rp. 4.720.574.925,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2017.
Tabel 4.
 Jumlah Aset DKP3A 
	No
	Uraian
	Jumlah (Rp.)

	1.
	Aset  Tetap
	4.720.574.925

	2.
	Tanah
	0.00

	3.
	Peralatan dan Mesin
	4.019.998.425

	4.
	Gedung dan bangunan
	0.00

	5.
	Jalan irigasi dan Jaringan
	661.033.000

	6.
	Aset Tetap
	39.543.500

	7.
	Kontruksi dalam pengerjaan
	0.00

	8.
	Aset lainnya
	0.00

	Nilai (RP)
	4.720.574.925


Keterangan : Data per 31 Desember 2018




C. Kinerja Pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur 
Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2019 dapat dilihat dari kinerja capaian indikator dan kinerja anggaran yang selengkapnya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP3A Tahun 2014-2018
	No
	Indikator Kinerja Utama Urusan PPPA
	Satuan
	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Angka
	61,69
	62
	62,59
	62,9
	63
	84,75
	85,07
	85,6
	85,62
	             - 
	137,38
	137,21
	136,76
	136,12
	             - 

	2.
	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan
	%
	70
	75
	80
	85
	90
	70
	75
	80
	85
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Jumlah Peserta KB aktif
	%
	357,95
	378,29
	381,88
	397,47
	428,46
	285,65
	351,86
	367,08
	397,71
	442,22
	79,80
	93,01
	96,13
	100,06
	103,21





D. SUMBER ANGGARAN
Tabel 6.
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah tahun 2013– 2018
	No
	Program
	Anggaran pada Tahun ke-
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	908.050.000
	1.768.050.500
	2.008.800.000
	1.837.600.932
	908.050.000
	869.369.396
	1.659.191.847
	1.872.513.112
	1.837.600.932
	869.369.396

	2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	207.500.000
	742.950.000
	193.000.000
	178.885.000
	207.500.000
	206.696.106
	681.241.939
	182.217.634
	169.085.183
	206.696.106

	3.
	Peningkatan Disiplin Aparatur
	385.900.000
	35.000.000
	78.000.000
	40.000.000
	385.900.000
	372.015.278
	35.000.000
	58.701.600
	19.500.000
	372.015.278

	4.
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	445.000.000
	36.200.000
	- 
	274.473.800
	445.000.000
	424.882.669
	25.830.000
	 -
	263.475.300
	424.882.669

	5.
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
	30.000.000
	275.600.000
	276.750.000
	312.000.000.
	30.000.000
	30.000.000
	186.900.000
	248.069.000
	264.143.080
	30.000.000

	6.
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
	49.400.000
	411.450.000
	558.000.000
	134.800.000
	49.400.000
	48.827.100
	378.815.650
	523.042.452
	124.195.000
	48.827.100

	7.
	Keluarga Berencana
	22.200.000
	687.200.000
	295.800.000
	1.123.402.128
	22.200.000
	22.187.200
	602.231.000
	286.467.900
	1.097.120.502
	22.187.200

	8.
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
	50.000.000
	440.287.000
	1.553.900.000
	519.400.000
	50.000.000
	49.913.100
	427.793.436
	1.501.382.030
	514.396.750
	49.913.100

	9.
	Kesehatan Reproduksi Remaja
	105.700.000
	4.264.558.000
	266.200.000
	87.039.250
	105.700.000
	99.096.740
	3.772.238.656
	251.423.000
	82.873.500
	99.096.740

	10
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	30.000.000
	454.800.000
	650.650.000
	29.798.722
	30.000.000
	30.000.000
	454.800.000
	616.867.050
	21.591.079
	30.000.000

	11.
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	30.000.000
	297.350.000
	167.600.000
	861.864.400
	30.000.000
	29.720.000
	264.109.000
	157.281.200
	823.803.805
	29.720.000

	12.
	Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
	30.000.000
	208.500.000
	1.571.450.000
	41.750.000
	30.000.000
	29.500.000
	199.558.400
	1.531.627.490
	41.700.000
	29.500.000

	13.
	Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
	30.000.000
	3.572.489.250
	143.250.000
	84.322.600
	30.000.000
	29.975.000
	3.186.179.350
	127.640.400
	67.251.700
	29.975.000

	14.
	Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu
	1.539.156.000
	176.700.000
	161.750.000
	168.885.850
	1.539.156.000
	1.504.807.149
	156.203.500
	152.504.402
	152.852.350
	1.504.807.149

	15.
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan
	45.000.000
	-
	316.000.000
	911.654.000
	45.000.000
	45.000.000
	-
	311.237.878
	876.607.600
	45.000.000

	16.
	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
	30.000.000
	-
	1.076.900.000
	 
	30.000.000
	29.990.000
	-
	1.014.425.362
	-
	29.990.000

	17.
	Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
	30.000.000
	-
	55.750.000
	51.177.500
	30.000.000
	29.990.000
	-
	50.397.500
	51.150.000
	29.990.000

	18.
	Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	-
	-
	126.200.000
	1.540.875.000
	50.000.000
	-
	-
	126.187.500
	-
	49.913.100

	19.
	Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan
	-
	-
	-
	-
	105.700.000
	-
	-
	-
	-
	99.066.740

	20.
	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	-
	-
	-
	-
	30.000.000
	-
	-
	-
	-
	30.00.000

	21.
	Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	-
	-
	-
	-
	30.000.000
	-
	-
	-
	-
	29.720.000

	22.
	Penguatan Partisipasi dan Pengembangan Bahan Informasi
	-
	-
	-
	-
	30.000.000
	-
	-
	-
	-
	29.500.000

	23.
	Pengembangan Basis Data Gender dan Anak
	-
	-
	-
	-
	30.000.000
	-
	-
	-
	-
	29.975.000

	24.
	Implementasi Administrasi Kependudukan
	-
	-
	-
	-
	45.000.000
	-
	-
	-
	-
	45.000.000




II. 3 KINERJA PELAYANAN 
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Pembangunan berdasarkan strategi Pengarusutaman Gender (PUG) diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur. Pencapaian  pembangunan manusia Provinsi Kalimatan Timur  yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai indeks yang cukup tinggi  ditingkat Nasional. Sejak tahun 2010 hingga 2017, IPM Provinsi Kalimantan Timur  berada diatas angka nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar, namun unutuk pencapaian pembangunan manusia berbasis pemberdaaan dan pembangunan  gender belum sebaik capaian IPM,  menurut data KPPA 2017  rangking IPG Kalimantan Timur di tingkat  nasional pada tahun 2017 berada diperingkat ke-31 dari 34 Provinsi. 
Data capaian indeks tersebut bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk memperoleh informasi dalam rangka meningkatkan kedudukan dan peran perempuan, sehingga PUG bisa terwujud salah satunya melalui pelaksanaan program kegiatan DKP3A secara berkelanjutan. Capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2010-2017 cenderung meningkat  namun capaian IPG nasional pun mengalami peningkatan sehingga tidak mengubah posisi  IPG Kalimantan Timur secara Nasional. Posisi IPG Kalimantan Timur ditingkat Nasional tertera dalam tabel berikut :
Tabel 7.
Kesenjangan capaian IPG Kalimantan Timur dan Nasional
	No
	
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	tahun 2017

	1
	Kalimantan Timur
	84,75
	85,07
	85,60
	85,62

	2
	Nasional
	90,34
	91,03
	90,82
	90,96


Sumber data : Kementerian PPPA 

Capaian  IPG Kalimantan Timur  setara  dengan  capaian  IPG di Kalimantan Utara,  Kalimantan Barat dan Papua Barat. Kesenjangan ini diartikan bahwa Pembangunan yang berjalan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur  berjalan dengan tidak seimbang, yaitu terjadi perbedaan dalam pelibatan partisipasi, manfaat, kontrol dan hasil pembangunan. Posisi IPG Kalimantan Timur secara Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik posisi capaian IPG Kalimantan Timursecara nasional tahun 2017







Sumber data : Kementerian PPPA 
Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka  Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah  (HLS) dan  Sumbangan Pendapatan Perkapita Perempuan. Capaian komposit sumbangan perndapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding  Sumbangan Perkapita  Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun untuk ketiga komposit lainnya  AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan telah dapat melampauai  angka capaian  Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut: 
Tabel 8.
Perbandingan capaian komposit IPG Kalimantan Timur  2016- 2017 
	No
	Komposit
	2016
	2017
	Nasional
(2017)

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1.
	Angka harapan Hidup
	71,85
	75,59
	71,87
	75,61
	69,19
	73,06

	2.
	Rata rata lama Sekolah
	9,61
	8,82
	9,75
	8,93
	8,56
	7,65

	3.
	Harapan lama Sekolah
	13,20
	13,53
	13,42
	13,67
	12,78
	12.93

	4.
	Pengeluaran perkapita
	17.549
	6,618
	17,30
	6,751
	14,932
	8,752


Sumber data : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 
Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk  menetapkan program dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong peningkatan capaian seluruh komposit sesuai dengan tugas kewenangan dan fungsi DKP3A  Prov Kalimantan Timur.
Selain IPG capaian keseteraan  gender lainnya adalah IDG, yaitu indeks komposit yang mengukur  peran  aktif  perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Posisi capaian IDG Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 0,29 point, dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami penurunan  0,35  point.  Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional








Sumber data : BPS Prov. Kalimantan Timur
Penurunan capaian point dapat dilihat dari capaian komponen pembentuknya berupa poin pada komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi mengalami penurunan, sedangkan pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen tidak mengalami perubahan, mengingat komposisi keterwakilan politik perempuan mengacu pada periode pemilihan Kepala Daerah. Walaupun pada komposit sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja mengalami kenaikan namun secara keseluruhan komposit tidak mengungkit point IDG tahun 2016 ke 2017. Perbandingan capaian Komposit IDG secara rinci tertera dalam  tabel berikut :
Tabel 9.
Perbandingan capaian Komposit IDG Kalimantan Timur 2016- 2017
	No
	Komposit
	2016
	2017

	
	
	Kalimantan Timur
	Nasional
	Kalimantan Timur
	Nasional

	1.
	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
	44.03
	47,59
	39,36
	46,31

	2.
	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja
	23,00
	36,42
	23,43
	36,62

	3.
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen
	10,91
	17,32
	10,91
	17,32



Capaian pada komposit perempuan sebagai tenaga manager, Profesional mengalami penurunan yang cukup tinggi 4,67 point. Untuk  komposit  Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja mengalami kenaikan sebesar 0,43 point. Hal ini didukung oleh kemampuan dan kapa1bilitas Perempuan Kalimantan Timurmenerima  pekerjaan.
Sementara pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen capaian tidak mengalami perubahan, mengingat perubahan komposisi personalia parlemen/legislatif dilakukan bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah. Untuk pemenuhan komposit  keterlibatan perempuan di legillatif Kalimantan Timur belum memenuhi kuota 30%, diharapkan dengan terpenuhinya kouta tersebut dapat  memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.
Untuk mencapai layanan untuk peningkatan komposit IDG , pada tahun 2019 dilakukan melalui program  :
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan indikator Meningkatnya 1 buah  kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik, adapun kegiatan  melalui :
a. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dengan indikator satu Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik.
b. Rakor pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator  satu  kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak.
Sedangkan pada tahun 2020 – 2023  pelayanan dilaksanakan melalui program :
1. Program Kesetaraan Gender dengan indikator meningkatnya 100  Proporsi perempuan nyang berada pada jabatan publik peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui kegiatan :
a. Kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum dengan indikator 650 pesera mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum, Persentase perempuan dalam jabatan politik, 1 Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik dan 2 Profil Pembangunan berbasis gender. 
b. Kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya dengan indikator Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya, 40 program kegiatan berbasis PPRG, 4 kebijakan PUG, Peningkatan peringkat Kaltim  Evaluasi dan pemantauan PUG 
c. Kegiatan kesetaraan gender bidang Ekonomi dengan indikator 800 perempuan  mengikuti kegiatan  bidang ekonomi, 390  orang kepala keluarga mendapatkan kegiatan ICT, 25 Desa prima mendapatkan bimbingan, dan 6 forum koordinasi bidang ekonomi.
2. Program Penanaggulangan Kemiskinan  bidang pemberdayaan perempuan dengan indikator  persentase perempuan miskin yang memiliki usaha  ekonomi produktif. Dari data awal 13,35 % perempuan miskin maka diharapkan akan mengalai penurunan sampai ntahun 2023 sebesar 12,95%.  Adapun kegiatan meliputi ;
a. Peningkatan Kewirausahaan perempuan dengan indikator  dengan  persentase perempuan miskin yang memiliki usaha produktif  587 orang . 
Untuk perhitungan  target capaian digunakan formula :
 (
 
Jumlah KK perempuan miskin
      
x 100%
Jumlah  KK MIskin
)



2. Perlindungan  Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan d an memberikan rasa aman   dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan Gender adalah Tindak Kekerasan. Tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakin meningkat yang korbannya banyak dialami oleh perempuan dan anak. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial  serta penguatan kelembagaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan  bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan.
Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak  406  kasus di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Laki-laki Dewasa=  15  kasus, Perempuan Dewasa= 120 kasus, dan 93 kasus Anak berasal dari kabupaten kota , secara lengkap dapat dilihat dalam   Grafik berikut :
[image: ]Grafik jumlah kasus  kekerasan  perempuan   Kab/Kota







Sumber data : BPS Prov. Kalimantan Timur
Dari data tersebut dapat diartikan  terjadi 34 kasus kekerasan pada 100.000 perempuan dewasa di Kalimantan Timur pada tahun 2017.  Merujuk pada Kewenangan Urusan PPPA di Provinsi  yang dimandatkan dalam  UU 23 thn 2014  bahwa Pemerintah Provinsi wajib memberikan layanan perlindungan bagi korban maka  data menjadi pertimbangan pertama dan utama  sebagai bahan  untuk menetukan kebijakan, strategi, perencanaan, program dan kegiatan   pelayanan terhadap korban. Sampai akhir tahun 2018 pelayanan korban dilakukan  melalui P2TP2A “Odah Etam”  berdasarkan  sertifikasi ISO 9001-2015. Guna ketepatan sasaran pelayanan maka perlu mempertimbangkan bentuk atau jenis kekerasan yang terjadi, berikut grafik perbandingan jenis kekerasan sebagai berikut:
[image: ]Grafik perbandingan jenis kekerasan tahun 2017







Sumber data : DKP3A Prov. Kalimantan Timur
Kewenangan DKP3A lainnya adalah melaksanakan Pemenuhan Hak Anak  dan Perlindungan Khusus Anak, yaitu bagi anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.  hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak -hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d)pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. 
Berdasarkan data  simfoni  September 2018 terdapat jumlah kekerasan pada anak  160 kasus, tertera  dalam Grafik  berikut :
[image: C:\Users\dwi\Downloads\IMG-20181016-WA0004.jpg]






Sumber data : Simfoni PPPA
Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban sekaligus pelaku kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif dalam menyelesaikannya meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah  PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. 
Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta  berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan  perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas .Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi, diperlukan berbagai upaya untuk memenuhi hak  hak anak. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut:



Tabel 10.
 Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2016
	No
	Kabupaten/Kota
	Laki-Laki
	Perempuan
	Total

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

	Samarinda
Balikpapan
Berau
Kutai Kartanegara
Bontang
Penajam Paser Utara
Paser
Kutai Timur
Kutai Barat
Mahakam Hulu
	468
211
157
136
105
57
19
5
-
-
	142
115
132
68
37
44
10
5
-
-
	610
326
289
204
142
101
29
10
-
-

	Kalimantan Timur
	1001
	553
	1711


Sumber data : DKP3A Prov. Kalimantan Timur
Permasalahan anak lainnya adalah terdapat pekerja Anak  di Kaltim yang menyisakan permasalahan tersendiri 
Tabel  11.
Penduduk usia anak sudah bekerja per Juni 2018
	No
	Kabupaten/Kota
	Total

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

	Samarinda
Balikpapan
Berau
Kutai Kartanegara
Bontang
Penajam Paser Utara
Paser
Kutai Timur
Kutai Barat
Mahakam Hulu
	116
63
25
102
20
6
43
43
11
12

	Kalimantan Timur
	441



Maraknya kasus kenakalan remaja dan banyaknya kasus konflik antara anak dengan orangtua yang berujung pada kasus-kasus kekerasan dalam rumahtangga maupun di ranah publik, fenomena tersebut merupakan salah satu indikator terkikisnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur bangsa dari masyarakat khusunya generasi muda . 
Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi dengan SDA yang melimpah, menjadi daya  Tarik bagi pendatang. Disisi Lain permasalahan di Kalimnatan Timur cukup komplek, Menurut BNN  Kalimantan Timur  pada tahun 2018 menempati peringkat 5   secara Nasional, dan di peringkat 7 Tindak kekerasan seksual menurut simfoni KPPA tahun 2018 . Beranjak dari keprihatinan ini DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyusun sebuah panduan penanaman nilai luhur untuk dapat diaplikasi pada keluarga dan masyarakat, yang sekarang ini belum tersentuh karena sampai saat ini panduan sistematis penanaman nilai luhur baru ada pada pendidikan formal belum ada pada tingkat masyarakat dan keluarga.
Penanaman nilai-nilai luhur pada anak dalam keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kajian KPPPA RI  menunjukkan indikasi pemahaman anak tentang hal tersebut sangat rendah. 
Penanaman nilai luhur pada anak sangat perlu, karena anak adalah bagian dari karakter dan jati diri anak bangsa yang harus dipersiapkan menjadi individu-individu yang berkarakter, berakhlak mulia, sehingga yang akan datang terbentuk masyarakat Indonesia yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila
Berbagai potensi sumber  berberupa partisipasi masyarakat dalam upaya melakukan internalisasi nuilai nilai luhur adalah kelompok PATBM (Perelindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat yang tersebar  di Kalimantan Timur sejumlah 1090 Orang)  serta 11 Forum Anak di   Kaltim 
Perlindungan perempuan terhadap Tindak Kekerasan dilakukan melalui berbagai program. Untuk optimalisasi program telah ditetapkan program yang berbeda di tahun 2019 dan tahun 2020-2023. Adapun Program yang mendukung di tahun 2019 meliputi :
1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan indkator 25%  kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan  , adapun kegiatan meliputi :
a. Advokasi perlindungan perempuan dengan output berupa  40 orang SDM mengikuti advokasi perlindungan perempuan.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan indikator  adalah  100% Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan dapat diberikan kepada korban. Adapun  kegiatan  meliputi :
a. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan 50%  Pelayanan Perlindungan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan. (Penerimaan pengaduan, rehabilitasi sosial, bantuan dan  layanan hukum, kesehatan dan reintegrasi sosial  ).
Selanjutnya untuk capaian perlindungan perempuan ditahun 2020-2023  melalui  pelaksanaan program sebagai berikut :
1. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator program menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 1  %. Adapun kegiatan melalui :
a. Kegiatan Tumbuh Kembang Anak dengan indikator  320 orang mengikuti kegiatan tumbuh kembang  anak, 50 % kabupaten Kota memiliki peringkat sebagai kabupaten / kota layak anak , 4400 terlatih dalam konvensi hak anak. 
b. Kegaiatn Perlindungan Anak  dengan indikator 350 Peserta yang mengikuti Perlindungan anak, 40 Perangkat daerah FGD dalam  perlindungan anak dalam penanggulangan bencana,  4 kebijakan tentang penurunan  angka perkawinan anak.
c. Kegiatan Perlindungan Perempuan melalui indikator 290 peserta kegiatan perlindungan perempuan. 4 buah profil perlindungan perempuan untuk memberikan gambaran data, informasi bagi penentuan kebijakan, program kegiatan berikutnya. 8 buah kebijakan diharapkan akan berguna sebagai pedoman dalam  perlindungan perempuan dan perlindungan anak. 
2. Program Penguatan Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator  turunnya rasio KDRT  0,038 %, adapun kegiatan meliputi :
a. Kegitan perlindungan  perempuan dan anak korban kekerasan dengan  dengan indikator 90 % pelayanan  perlindungan terpadu.
3. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  dengan  indikator persentase pemenuhan  kebutuhan hak anak , dimana    0,05 % penurunan perkawinan anak   Kaltim mengalami penurunan dengan kegiatan meliputi :
a. Kegiatan Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak, dengan indikator 1500 anak mendapatkan  KIE tentang hak sipil anak.

Dari Pogram diatas terdapat dua program prioritas sehingga untuk mencapainya di tentukan formula perhitungan : 
1. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan formula 
	
	Jumlah KDRT
	x 100%

	Jumlah Rumah  Tangga 
	






2. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  
 (
Jumlah Anak Menikah   
                      x 100%
Jumlah Anak Yang belum Menikah 
)




3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Masalah kependudukan adalah masalah Pemerintahan baik menyangkut aspek pemerintahan, administrasi, sosial, ekonomi, budaya, maupun kesejahteraanya.  Penduduk atau rakyat adalah aset utama  dari suatu negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara.
Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: 1) Kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta pesebaran penduduk. 2). Kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, angka kemiskinan, dan angka pernikahan dini. 3). Mobilitas penduduk,seperti tingkat migrasi yang  mempengaruhi kondisi penduduk. 4). Data dan informasi penduduk  dan 5). Penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan KB. Berikut grafik  Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur. 
Grafik  Proyeksi Penduduk Provinsi KalimantanTimur tahun 2010 - 2035
[image: https://image.slidesharecdn.com/peranpentingpenangananmasalahkependudukan-150809075953-lva1-app6892/95/peran-penting-penanganan-masalah-kependudukan-14-638.jpg?cb=1439107501]
		










Sumber data : Ditrenduk, BKKBN 
Memperhatikan Proyeksi diatas program keluarga berencana tetap menjadi prioritas dengan melakukan peningkatan peserta KB aktif agar dapat dilakukan pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan Keluarga. 
Salah satu upaya pengendalian penduduk dilakukan dengan memperhatikan dampak dari bonus demografi. Jumlah komposit penduduk  yang cukup tinggi perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada munculnya keadaan sosial yang lebih buruk. Mengimbangi ketersediaan kesempatan  pekerjaan, pendidikan, fasilitas layanan publik, bagian yang tidak kalah penting dalam membangun kualitas kependudukan. 
Pelaksanaan Program Kegiatan diselaraskan dengan salah satu peran DKP3A  yaitu mendorong peran lembaga masyarakat untuk dapat aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga
Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  pada masa Renstra ini  meliputi Program Kegiatan tahun 2019  meliputi :
1. Program Keluarga Berencana dengan indikator program seluruh  lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga, adapun kegiatan meliputi :
a.  Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dengan  indikator 100 orang lembaga masyarakat terdampar  KIE dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi  Remaja (KRR) dengan Indikator Program Jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE, adapun kegiatan meliputi :
a. Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah dengan indikator kegiatan  100 orang remaja mendapatkan layanan KIE tentang  kesehatan Reproduksi remaja. Lima ratus Remaja pada masa renstra sebelumnya  telah mendapatkan KIE  Kesehatan  Reproduksi  Remaja dilanjutkan dengan tahun ini  maka diharapkan  akan tumbuh generasi muda yang memiliki kesehatan prima agar bayi lahir terhindar dari Stunting, gizi buruk dll.
3. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Presentase  UPPKS  aktif  meliputi  :
a. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah  tangga perempuan dalam membangun keluarga di bidang ekonomi dengan indikator  50 kepala rumah tangga perempuan mendapatkan  penyuluhan ekonomi untuk kesetaraan gender.
Pada  tahun 2020 sampai 2023 ditetapkan  program kegiatan sebagai berikut
1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Meningkatnya lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga dengan indikator 100 persen lembaga  masyarakat akti dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga, adapun kegiatan  dilaksanakan melalui :
a.  Kegiatan Pengendalian Penduduk dengan capaian indikator  berupa 2450   Peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk, 
b. Kegiatan Kualitas Keluarga dengan indikator 72 kelompok yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga 
c. Kegiaan Keluarga bErencana dengan indikator  2570 peserta yang mengikuti  kegiatan keluarga berencana. 
Memperhatikan adanya Instansi vertikal sebagai penanggungjawab Teknis urusan pengendalian Penduduk dan KB (BKKBN)   kerjasama dalam  penyelarasan dan ketersediaan data  tentang Pengendalian Penduduk dan KB  Provinsi Kalimantan Timur maka Akseptor KB Aktif masih menjadi indikator dalam pencapaian Pengendalian Penduduk dan KB. Adapun formulasi  perhitungan tersebut  tertera dalam gambar sebagai berikut : 
Gambar Formulasi Rasio Akseptor KB Aktif.
 (
Jumlah akseptor KB
x 100 %
Jumlah pasangan usia subur
 
)




4. Sistem Informasi Gender dan Anak
Sistem data gender dan anak adalah penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang berprinsip gender dan peduli anak.
Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak, serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan anak. Antara lain : 1) Indikator dan jenis data yang dibutuhkan, 2) Pengumpulan data, 3) Metode pengumpulan dan alur data, 4) Periode pengumpulan data, 5) Penerima Manfaat. 
Informasi Gender dan Data anak diperoleh melalui Sistem Informasi Online perlindungan perempuan dan anak. Hasil analisa data dan informasi dikelola untuk didayagunakan guna tercapainya kinerja  program kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara tepat dan akuntabel. Adapun data  anak yang dapat dimanfaatkan untuk  perlidungan anak tertera dalam grafik berikut : 
[image: C:\Users\dwi\Downloads\IMG-20181016-WA00051(1).jpg]Grafik korban kekerasan pada dewasa dan anak jenis kelamin tahun 2015 - 2018






Sumber data :Simfoni PPPA
Data dasar untuk melakukan analisis gender dan anak adalah data menurut jenis kelamin dan umur, dalam melakukan analisis gender dan anak data terpilah harus di kombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial, ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang,  kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur terkait dapat menggambarkan heterogenitas di antara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak. 
Dalam upaya melaksanakan pelayanan pada urusan  Sistem Informasi Gender dan Anak  ditetapkan  program pada tahun  2019 adalah  sebagai berikut: 
1. Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak dengan indikator 50  Persentase data pilah anak  yang tersedia,  kegiatan meliputi  :
a. Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak dengan  indikator berupa 50% tersedia data pilah Prov kaltim. 
Sistem Informasi Gender dan Anak  ditetapkan  program pada tahun 2020 2023 sebagai berikut : 
1. Program Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator  50 Persentase pemanfaatan data gender dan anak  dapat dimanfaatkan oleh penentu kebijakan adapun kegiatan adalah :
a. Kegiatan data dan informasi gender dengan indikator adalah  persentase data gender yang tersedia dan  berperan aktifnya pokja  data pilah pada perangkat daerah
b.   Kegiatan informasi dan partisipasi dengan indikator 400 orang  peserta Rakortek SIGA terdampak materi  tentang informasi data gender dan anak serta mampu berpaartisipasi dalam peneydiaan adta gender. Empat buah Kebijakan terkait pegembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyediaan adat gender  dan anak Prov Kaltim 
c. Kegiatan data dan informasi anak dengan indikator program adalah 40  Data gender dapat tersedia dari berbagai perangkat daerah. 
Untuk mnegukur  kberhasilan sasaran program diatas maka digunakan formula perhitungan sebagai berikut : 
 (
Jumlah data gender yang tersaji
x 100%
Jumlah data gender
 
)Gambar  Formula Perhitungan Capaian Program SIGA




5. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Penduduk Kalimantan Timur merupakan modal dasar pembangunan. Kegiatan administrasi kependudukan sebagai salah satu tugas utama pemerintah dalam pelayanan publik, merupakan rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan data.  
Data yang dapat digunakan untuk semua kepentingan adalah data yang diperoleh melalui data konsolidasi dari Kementerian  Dalam Negeri yang diterbitkan setiap semester sebagaimana amanat pasal 58 ayat (4) Undang-Unndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut adalah beberapa  bentuk  Administrasi Kependudukan Prov Kalimantan Timur 2018, tertera dalam tabel 12 berikut :
Tabel 12.
Data  Jumlah  Penduduk  Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2018
	Kab/kota
	Jenis kelamin
	Jumlah
	Jumlah kec.
	Jumlah desa
	Jumlah kel.

	
	L
	%
	P
	%
	
	
	
	

	Paser
	133.995
	51,93
	124.027
	48,07
	258.022
	10
	139
	5

	Kutai kartanegara
	354.163
	52,33
	322.572
	47,67
	676.735
	18
	193
	44

	Berau
	119.228
	53,33
	104.328
	46,67
	223.556
	13
	100
	10

	Kutai barat
	84.419
	52,40
	76.692
	47,60
	161.111
	16
	190
	4

	Kutai timur
	227.711
	54,25
	192.045
	45,75
	419.756
	18
	134
	1

	Penajam paser utara
	88.320
	52,13
	81.108
	47,87
	169.428
	4
	30
	24

	Mahakam ulu
	14.980
	53,06
	13.251
	46,94
	28.231
	5
	50
	-

	Kota balik papan
	329.920
	51,20
	314.395
	48,80
	644.315
	6
	            -
	34

	Kota samarinda
	398.092
	51,23
	378.981
	48,77
	777.073
	10
	             -
	59

	Kota bontang
	93.015
	52,05
	85.703
	47,95
	178.718
	3
	-
	15

	Jumlah 
	1.843.843
	52,13
	1.693.102
	47,87
	3.536.945
	103
	836
	196


Sumber data : Kemendagri

Selain komposisis penduduk diatas diperlukan juga data kependudukan  berdasarkan komposisi lainnya, seperti kepemilikan Kartu  Keluarga secara terpilah, data ini  dapat dimanfaatkan guna  pertimbangan utama dalam  pencapaian  program  pemberdayaan perempuan khususnya pemberdayaan kepala keluarga perempuan yang  diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga. Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, sebagai data yang dihasilkan melalui data kependudukan dan catatan sipil yang digunakan dalam mencapai peningaktan pendapatan perempuan Kalimantan Timur. 
Tabel 13.
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota
Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga
	No
	Kabupaten/kota
	Jumlah perempuan
	Perempuan kepala keluarga

	1.
	Paser
	122.456
	10.348

	2.
	Kutai kartanegara
	321.436
	24.457

	3.
	Berau
	103.444
	8.066

	4.
	Kutai barat
	75.934
	5.262

	5.
	Kutai timur
	190.799
	10.190

	6.
	Penajam paser utara
	80.450
	7.277

	7.
	Mahakam ulu
	12.662
	1.329

	8.
	Kota balik papan
	309.582
	38.304

	9.
	Kota samarinda
	375.197
	36.409

	10.
	Kota bontang
	84.449
	7.815

	Jumlah
	1.676.409
	149.457




S












Sumber data : DKP3A Prov. Kalimantan Timur

Guna Mendorong  Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan seluruh Kabupaten Kota , DKP3A  melaksanakan beberapa Programdan Kegiatan , Meliputi Program 2019 sebagai berikut :
1. Program penataan administrasi kependudukan (DAK) dengan indikator 100%    penduduk  memiliki dokumen administrasi kependudukan, dengan kegiatan :
a. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dan target 1,01 kenaikan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dari 85%  Layanan Kepemdudukan.
b. Pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator  
5  Perangkat Daerah yang memanfaatan data adminduk sebagai data dasar. 

Sedangkan Program penunjang yang digunakan pada tahun 200-2023 adalah :
1. Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Non DAK)  dengan indikator  10  perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan, adapun kegiatan meliputi :
a. Kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk dengan indikator 400 peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk
b. Kegiatan bina aparatur pencatatan sipil dengan indkator 400 peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil
c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan dokumentasi dengan indikator jumlah  perangkat daerah  yang menanfaatkan rdata kependudukan. 
2. Program penataan administrasi kependudukan (DAK) dengan indikator 0,15% kenaikan persantase kepemilikan  dokumen kependudukan dan catatan sipil  dari capaian awal 97,74 %  menuju 100% penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan, dengan kegiatan :
a. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dan target 0,15 kenaikan persentase kepemilikan dokumen kependudukan

6. Pelayanan  Kesekretariatan
Pelayanan administrasi perkantoran  merupakan program dan kegiatan yang dihrapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :
1. Program  Pelayanan  Adminiatrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan  pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan 2023 mencapai kepuasan 90%. Adapun kegiatan meliput ;
a. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator  kondisi gedung kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.
2. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja pelayanan  tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi :
a. Pemeliharaan  Peralatan dan Kelemgkapan Sarana dan prasarana  mendukung unit kerja  dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.
3. Program Penusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah  dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP#A, Adapun kegiatan  meliputi : 
a. Penyusunan laporan pengendalan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator  laporan kinerja tepat waktu.
b. Rakor  Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator adanya rekomendasi  PPPA.
c. Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta Pelayanan Administrasi kependudukan.
d. Pameran hasil Karya  perempuan bidang  pembangunan.

4. Program Peningkatan kapasitas  Kelembagaan pemerintah daerah, dengan kegiatan meliputi :
a.  Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah.
b. Peningkatan Kapasitas  Sumber daya Aparatur. 

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

A. Tantangan 
Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisanya,  yaitu dengan menggunakan metode SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis). Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan. 
b. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.
c. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,  meliputi Gugus Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja PUG.
d. Bonus Demografi  dalam penyediaan lapangan kerja perempuan, pengendalian penduduk pendatang menjadi kelompok termarjinal    menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Ditunjang dengan kurangnya informasi lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbatasnya jumlah lembaga layanan rehabilitasi
f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif. 
h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas anak , mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak. 
i. Adanya tugas  kewenangan  Provinsi dalam program pengendalian penduduk dan KB.
j. Komposisi  Penduduk    Kalimantan Timur memberi dampak bonus demografi  yang harus dikelola sebagai sumber daya manusia potensial mengingat jumlah penduduk produktif lebih banyak dari kelompok  usia anak dan lansia. 
k. Kelompok penduduk usia remaja yang cenderung  rentan terkena dampak kesehatan reproduksi adalah remaja  putus sekolah, remaja jalanan, remaja penyalahguna napza,  remaja yang mengalami kekerasan seksual, korban perkosaan dan pekerja seks komersial
l. Mobilitas Penduduk membutuhkan percepatan penyelenggaraan administarsi pelayanan  penduduk.
m. Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan.
n. Kurangnya tenaga / SDM secara Kualitas dalam penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat mempengaruhi proses pelayanan bahkan terhadap penghapusan restrisbusi / biaya untuk beberapa pelayanan surat dan dokumen kependudukan.
o. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
p. Letak Geografis yang tidak memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah serta adanya pengaruh kemajuan dibidang tekhnologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dokumen Kependudukan.
B. Peluang
Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisanya,  yaitu dengan menggunakan metode SWOTAnalysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis).Identifikasi tantanganDKP3A Propinsi Kalimantan Timur  adalah sebagai berikut:
a. Adanya mandat dalam UU no 23 tahun 2014, PP no 18 tahun 2016 untuk melakukan pengembangan organisasi menjadi Organisasi Perangkat daerah yang lebih teknis
b. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak  di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra kerja memberi dukungan dalam pelaksanaan PUG.
c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan  kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030). 
e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
g. Adanya jejaring kerja lintas sektor  dan multi program untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan Timur. 
h. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dengan pengoprasian SIAK sampai dengan ditingkat Kecamatan dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan  Kebijakan.
i. Ketersediaan peraturan perundang–undangan yang mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan mempermudah pemberian pelayanan pendaftaran kependudukan yang cepat, murah, dan mudah serta akurat.
j. Ketersediaan anggaran / dana dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan akan mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dalam pengurusan penerbitan surat keterangan dan dokumen kependudukan yang berbasis tekhnologi informasi.
k. Tersedianya Data Base Kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan terdeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk ( perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)
l. Ketersediaan   instrumen regulasi yang mendukung penuangan program dankegiatan Pembangunan Bidang pengendalian penduduk dan  dan KB 
m. Kewenangan untuk melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintahdaerah provnsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS 
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


III. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
d. Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada  hanya pada kegiatan teknis tertentu.
e. Adanya Mutasi Pegawai  pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
f. Belum optimalnya penggunan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap lauanan publik.
g. Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen  Perencanaan dan  Penganggaran.

2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
a. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 
d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 
e. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan. 
f. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya  diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
g. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

3. Permasalahan  Perlindungan Hak Perempuan:
a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 
· Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggap aib keluarga, atau karena tdak mengetahui lembaga layanan. 
· Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
· Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
· Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis. 
b. Perempuan  sangat rentan terhadap pornografi dan  kekerasan.
c. Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
d. Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan. 

4. Permasalahan  Perlindungan Anak:
a. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 
b. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 
c. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
d. Belum seluruh kabupaten kota memiliki  Data Base tentang anak  (anak  putus sekolah, pekerja anak, dll
e. Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi. 
f. Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.

5. Permasalahan  Tumbuh Kembang Anak:
a. Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
b. Masih tingginya anak yang belum  memiliki  kartu identitas anak.
c. Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan  keluarga yang aman.  Hal ini dapat terlihat dari jumlah  anak korban kekerasan. 
d. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. 
e. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak 
f. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
g. Belum seluruh kabupaten kota memiliki  Data Base tentang anak  (anak  putus sekolah, pekerja anak, dll)
h. Masih kurangnya tindak lanjut dari  Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi  dalam  menuju   Kota Layak Anak.

6. Permasalahan  Sistim Infornasi Gender dan Anak.
a. Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan  tidak terbaru
b. Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
c. Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
d. Kurangnya  tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak  
e. Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi  Simfoni PPPA.

7. Permasalahan  Pengendalian Penduduk  dan KB
a. Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur   untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi  rawan menjadi kelompok marjinal.


b. Adanya dampak  Demografi penduduk berupa terbatasnya  Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan   pendidikan dan kesempatan kerja  terutama  bagi perempuan. 
c. Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program  Kesehatan Reproduksi  Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya  penyiapan kehidupan berkeluarga 
d. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan  program KB
e. Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan  usia pernikahan pertama  belum optimal. 

8. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
a. Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
b. Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
c. Kurang  optimalnya pemanfaatan  database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

III. 2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2023

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke pada lima tahun  depan, bahwa  Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam lainnya, untuk mewujudkan  masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Indeks  Kebahagianan masyarakat Kalimantan Timur  tahun 2017  berada pada point 73,57   melampaui indeks kebahagiaan nasional  70,69  berada pada rangking ke4secara nasional. Kondisi awal ini menjadi langkah pertama untuk  melaksanakan capaian visi agar  Indeks Kebahagiaan Kalimantan Timur bisa lebih meningkat.
Peningkatan partisipasi perempuan  dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaran gender ditandai dengan peningkatan peran perempuan  dalam politik,  pemerintahan dan  berbagai kegiatan masyarakat  merupakan salah satu isu strategis pembangunan  yang tertera dalam RPJMD Prov  Kalimantan Timur periode 2019-2013. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha mencapai visi tersebut berdasarkan pada tugas fungsi dan kewenangan dengan  mengacu pada misi yang ditentukan yaitu misi ke-2 dan misi ke-5. 
Capaian Visi Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi misi, sebagai berikut :
[bookmark: _Ref257112293]Tabel 14.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	VISI :  Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

	

	No
	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	Misi 1
	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan  Pemuda dan Penyandang Disabilitas

	1.



























































































	Sasaran ke-4 :
Meningkatanya Pengarusutamaan Gender
























































































	1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor
2. Dokumen perencanaan penganggaran   belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG
3. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki, sehingga diperlukan   berbagai alternatif jaminan, layanan, program dan kegiatan  secara khusu bagi perempuan lansia.
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini berdampak pada capaian IDG Kalimantan Timur yang  berada di tingkat 29 dari 34. Provinsi. 
6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan. 
7. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar.
8. Pencabutan kewenangan P2TP2A dalam   Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan belum di tindaklanjuti dengan keberadaan UPTD PPA
9. Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi  dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A.
10. Jumlah dan kualitas Lembaga pemerhati perempuan merupakan potensi,  sehingga perlu dilakukan peningkatan partisipasi.
11. Percepatan layanan system administrasi kependudukan memerlukankreatifitas dan inovasi    terutama dalam dalam mendorong pemanfaatan data
12. Bonus Demografi  Prov Kalimantan Timur, menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif,  perlu strategi pembangunan agar    peningkatan kulitas SDM  dan pengendalian penduduk dapat  berjalan selaras.





































	1. OPD  belum  menuangkan PPRG menjadi dasar  dalam pencapaian kinerja  Program  Kegiatan
2. Lembaga PUG DKP3A  belum berperan sesuai tugas fungsi
3. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak  (data pilah) nyang aktif
4. Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
5. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan  program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas tenaga kerja, disperidakop, Perbankan, Dll).
6. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA)  belum sesuai dengan fakta lapangan 
7. Belum optimalnya fungsi koordinasi  Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.
8. Aplikasi data  SIMFONI  belum bisa didayagunakan  sebagai dasar melaqksanakan  kegiatan PPPA
9. Peran Fungsi dan kewenangan unit pelayanan terpadu Daerah  bidang PPPA  lainnya belum optimal
10. Terbatasnya personil  petugas teknis  yg bersertifikat dalam penanggulangan kekerasan
11. Terbatasnya jumlah ADB (administrator data Base)
12. Kualitas jaringan internet tidak stabil,  berpengaruh pada  ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan
13. Kurang  optimalnya pemanfaatan  database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait
14. Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi  Program KB
15. Belum tersedianya transfer dataantara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat
16. Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan  program  Kesehatan Reproduksi  Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin
17. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan  program KB
	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
2. Adanya kebijakan PUGKalimantan Timur   menjadi pedoman seluruh penentu kebijkan
3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (PT, Dunia Usaha,  LM, Profesi dll)
4. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel. 
5. Adanya regulasi yg memandatkan  layanan  bagi  perlindungan Perempuan oleh Negara
6. Dukungan pemeritah pusat dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
7. Adanya Apresiasi Pemerintah dalam  penganugerahan pembangunan pemberdayan peremupan dan  perlindungan  anak dan kelompok disabilitas.
8. Komitmen Pemerintah Prov Kalimantan Timur terhadap perlindungan anak tertuang dalam Misi  lima
9. Kewenangan DKP3A  untuk mendorong  percepatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.














































	2.

	Sasaran ke-6 :
MeningkatnyaPerlindungan anak


























	1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban pornografi, anak korban trafficking , anak korban kekerasan  dll 
2. Pudarnya fungsi keluarga dan lingkungan sekitar  dalam penanaman nilai nilai luhur untuk menunjang  tumbuh kembang anak.
3. Kepemilikan Akte kelahiran dan kartu identitas sebagai pemenuhan hak sipil anak perlu segera dipenuhi
4. Kesenjangan  fasilitas publik dengan fasilitas ramah anak masih cukup tinggi (sekolah, puskesmas dll)
5. Pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memerlukan wadah dan dukungan semua pihak. 
6. Untuk ketepatan sasaran dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak memerlukan ketepatan  data.
7. Keterlibatan mitra kerja , PT,Dunia Usaha, Org Masyarakat, Toga, Toma dalam pemenuhan dan perlindungan anak. 
8. Komitmen OPD/ Masmedia instansi vertikal belum semuanya melaksanakan  mandat PUHA.
	1. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan  angka Perkawinan Usia Anak. 
2. Perlu penguatan  komitmen para  pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak 
3. Belum adanya Komitmen  OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA) 
4. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak dan OPD belum optimal  dalam menyuarakan PUHA.
5. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis perlindungan anak sehingga layanan perlindungan anak  mengalami hambatan untuk penyesuian.
6. Tidak semua korban memahami adanya layanan rujukan korban kekerasan

	1. Adanya apresiasi   baik Pemerintah atau bagi dalam  penyelenggaraan PUHA Terbaik
2. Isu anak menjadi isu strategis oleh seluruh sektor. 
3. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM,KPAID,dll, PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB)
4. Tersedianya  mekanisme  pendataan  anak korban kekerasan melalui Symfoni.















	Misi 5
	Berdaulat dalam mewujudkan  Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan berorentadi Pelayanan publik

	1.
	Sasaran :
Meningkatanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi

	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman  perbaikan kinerja yang akan datang.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
4. Kurangnya pengembangan kompetensi  ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada  hanya pada kegiatan teknis tertentu.
5. Adanya Mutasi Pegawai  pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
6. Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
7. Capaian kinerja belum sepenuhnya optimal, karena capaian bersifat lintas sektor.
	1. ASN belum  berkomitmen terhadap  Dokumen perencanaan program  sebagai pedoman
	1. Regulasi yang memberikn mandat  Beberapa urusan dlm tugas fungsi   DKP3A TIMUR memudahkan koordinasi
2. Beberapa  aplikasi perencanaan dan pengaggaran telah terkoneksi memudahkan untuk melakukan pemantauan capaian kinerja.
3. Adanya sistem kepegawaian  yang menunjang capaian kinerja ASN (SAO, SKP, ANJAB dll).
4. Adanya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti Bimtek guna peningkatan Kualitas SDM



Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan relevansinya dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan dasar kedaulatan. Visi pembangunan menjadi penting  untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasaalhan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemmangku kepentingan untuk menydaa tentang apa yang ingin dicapai dalam satu  periode pembangunan. 
Tugas dan Kewenangan Dinas KP3A Prov Kalimantan Timur  dalam mencapai Visi, bertumpu pada Misi 1  dan Misi 5. Misi 1 yaitu “Berdaulat dalam pembangunan Sumber daya manusia yang berahlak Mulia dan Berdaya saing terutama  perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”dengan mengacu pada sasaran:
1. Meningkatnya PUG  melalui indikator Capaian Indeks Pembangunan Gender  (IPG) 
Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.
Jurang Kesenjangan prmbangunan  di Kalimantan Timur nampak dengan membandingkan   capaian IPM dan IPG serta IDG. Indeks pembangunan Manusia  Prov Kalimantan Timur berada pada peringkat 4 dari 34 Provinsi di Indonesia, hal tersebut tidak diiringi dengan capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, yaitu  menempati rangking ke 29 dari 34 seluruh Provinsi Di  Kalimantan Timur. 
Salah satu komposit indikator yang  berkaitan terhadap kesenjangan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur adalah  Adanya ketertinggalan dalam aspek ekonomi, pada tabel 13  dua tahun terakhir capaian  Pengeluaran  perkapita laki laki Prov Kalimantan Timur menempati point 17 sementara pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur ada point 6. 











Sumber data  : Bappeda Prov. Kaltim

Kesenjangan ini menggambarkan   proses  pembangunan di bidang ekonomi belum mengakomodir  karakteristik   perempuan i dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu,  PUG diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.
Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.
Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional  yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua; dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur   melaksanakan strategi Pembangunan berbasis PUG  adalah dengan adanya  Peraturan  Daerah Prov Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembangunan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dikuatkan dengan adanya Kelompok Kerja PUG Prov Kalimantan Timur yang bertugas untuk mendorong  pelaksanaan  Perencanan Penganggaran  Responsife  Gender  agar pembangunan lebih terarah kepada kesetaraan Gender. 

2. Meningkatnya  Perlindungan anak 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang memang dibutuhkan.
Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak. Padahal kerentanan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Hal tersebut menjadi masalah yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia   termasuk di Provinsi  Kalimantan Timur. Menurut Data  Simfoni  PPA(  Sistin Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak )  pada tiga tahun terakhir sampai bulan November 2018 tindak kekerasan pada anak mengalami penurunan (tabel 11),   Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  untuk merespon perlindungan anak , terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban kekerasan  diwujudkan  melalui  program  Prioritas yaitu Program Penurunan  Perkawina Usia Anak 
Menurut data DKP3A tahun  Perkawinan Usia anak di Kalimantan Timur cukup tinggi, tertera dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 15.
Perkawinan Usia Anak Di Kalimantan Timur
	No
	Tahun
	Jumlah  (orang)

	1
	2015
	393

	2
	2016
	360

	3
	2017
	276

	4
	Juni 2018
	267







Sumber data  :DKP3A Prov. Kaltim

Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Anak yang memasuki perkawinan pasti mengalami putus sekolah karena syarat untuk bersekolah usia 18 tahun  tidak menikah. . Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia anak  mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak harus bekerja untuk menafkahi keluarga,  karena  bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga berdampak pada  pendapatan  upah yang rendah. Kondisi inin dapat memicu terjadinya kemiskinan  secara turun temurun. 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  menuangkan kepedulian terhadap Perlindungaan Anak dengan mengacu pada  Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)   meliputi  1)  Hak sipil  dan  Kebebasan, 2) Lingkungan keluarga dan  Pengasuhan Alternatif, 3)   Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4)  Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegitan  Seni Budaya, dan 5)   Perlindungan Khusus. Penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dan program-program pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh  diletakkan di atas empat prinsip dengan yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan d) penghargaan terhadap pandangan anak.
Komitmen tersebut  tercermin dalam alokasi anggaran yang signifikan dalam rangka penyelengaraan, penegakan, dan pemajuan atas pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh  melalui lintas Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) Prov Kalimantan Timur, Mass Media, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat.  Juga  tercermin melalui  pelaksanaan kebijakan, program, dan komitmen   dari  seluruh  pengambil Keputusan  Kalimantan Timur. 

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
[bookmark: _Ref264990775]
Tabel 16.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1.
	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

	1. Dokumen perencanaan program  belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG
2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 
6. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam  kepemilikan usaha, Kepemilikan diserahkan kepada suaminya atau anak laki-laki.
7. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluangperempuan   untuk menempati jabatan yang lebih tinggi
8. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
9. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya  diserahkan kepada suaminya.
	1. Dokumen perencanaan program  belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG
2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
4.  Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
5.  Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
6. koordinasi antar OPD


	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
2. Adanya kebijakan PUG  yang mendukung
3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)
4. Beberapa urusan dlm  dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi
5. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota

	2
	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari rasio  kekerasan Kalimantan Tmur 
3.  Aplikasi SIMFONI PPPA belum optimal digunakan sehingga data  Kekerasan tidak sesuai fakta lapangan,  menyulitkan dalam  pengambilan kebijakan dan program kegiatan
4. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 
5. Fungsi dan peran gugus tugas TPPO  belum optimal 
6. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 
	1. Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA)  belum sesuai dengan fakta lapangan
2. Tidak semua korban tidak memahami adanya layanan rujukan
3. Minmnya keterampilan teknis SDM pengelola Symfoni 
4. Belum tersedianya data  tenaga kerja prmpuan  korban kekerasan






	1. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Tersedianya layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota






	3
	Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan  pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

	1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 
2. Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
3. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
4.  Belum seluruh kabupaten kota memiliki  Data Base tentang anak  (anak  putuss sekolah, pekerja anak, dll)
5. Belum semua anak akses akte kelahiran.
6.  Masih tingginya anak yang belum  memiliki  kartu identitas anak . 
7. Aksesibilitas anak yang mengikuti PAUD masih terbatas.
8.  Masih adanya balita kurang  gizi 
9.  Kurangnya engetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan  keluarga yang aman.  Hal ini dapat terlihat dari jumlah  anak korban kekerasan. 
10.  Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. 
11. Belum optimalnya fungsi lembaga pemerhati anak khusunya pada  penurunan angka usia perkawinan anak. 
12.  Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak 
13. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
14.  Belum seluruh kabupaten kota memiliki  Data Base tentang anak  (anak  putuss sekolah, pekerja anak, dll)
15.  Masih kurangnya tindak lanjut dari  Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi  dalam  menuju   Kota Layak Anak.
	1. Komitmen pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak  dan masih perlu  penguatan.
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang berperan 
3. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan  angka Perkawinan Usia Anak

	

	4
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

	1. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
2. Pendatan dan pemetaan peran organisasi pemerhati perempuan dan anak  belum dilaksanakan. 
3. Diperlukan peningiatan kualitas kelembagaan  pada organisasi pemerhati perempuan  dan anak , sehingga lebih berdaya guna bagi perlindungan perempuan dan anak.  

	1. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak belum optimal  dalam menyuarakan PUHA 






	



Sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
a. Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
b. Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak
c. Meningkatnya Penguatan dan pengembangan layanan bagi anak
2. Meningkatkan keberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur
a. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
b. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam bidang sosial dan budaya
c. Meningkatnya pelaku ekonomi perempuan
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif
a. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
b. Meningkatnya kebijakan pemanfaatan data kependudukan
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
a. Meningkatnya lembaga kemasyarakatan didalam mendorong Program KB
b. Meningkatnya pembangunan daerah melalui kampung KB
c. Meningkatnya kualitas keluarga
5. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
a. Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana sarana prasarana penunjang pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A
a. Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:
Tabel 17.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 berdasarkan Sasaran Renstra DKP3A Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi 
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	 Penghambat
	Pendorong

	1.
	Meningkatnya Pengarusutaman Gender


	1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor.
2. Dokumen perencanaan penganggaran   belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG
3. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki, sehingga diperlukan   berbagai alternatif jaminan, layanan, program dan kegiatan  secara khusu bagi perempuan lansia.
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini berdampak pada capaian IDG Kalimantan Timur yangberada di tingkat 29 dari 34. Provinsi.
6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan. 
7. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar.
8.  Pencabutan kewenangan P2TP2A dalam   Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan akan di tindaklanjuti dengan pembentukan UPTD PPA(dalam proses)
9.  Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi  dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A.
10.  Jumlah dan kualitas Lembaga pemerhati perempuan merupakan potensi,  sehingga perlu dilakukan peningkatan partisipasi. 
11. Percepatan layanan system administrasi kependudukan memerlukan kreatifitas dan inovasi    terutama dalam dalam mendorong pemanfaatan data 
12. Bonus Demografi  Prov Kalimantan Timur, menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif,  perlu strategi pembangunan agar    peningkatan kulitas SDM  dan pengendalian penduduk dapat  berjalan selaras.





	1. OPD  belum  menuangkan PPRG menjadi dasar  dalam pencapaian kinerja  Program  Kegiatan
2. Lembaga PUG DKP3A  belum berperan sesuai tugas fungsi.
3. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak  (data pilah) nyang aktif.
4. Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.
5.  Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan  program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas tenaga kerja, disperidakop, Perbankan, Dll),
6. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA)  belum sesuai dengan fakta lapangan  
7. Belum optimalnya fungsi koordinasi  Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.
8. Aplikasi data   SIMFONI  belum bisa didayagunakan  sebagai dasar melaqksanakan  kegiatan PPPA
9. Peran Fungsi dan kewenangan unit pelayanan terpadu Daerah  bidang PPPA  lainnya belum optimal .
10. Terbatasnya personil  petugas teknis  yg bersertifikat  dalam  penanggulangan kekerasan.
11. Terbatasnya jumlah ADB (administrator data Base)
12. Kualitas jaringan internet tidak stabil,  berpengaruh pada  ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan.
13. Kurang  optimalnya pemanfaatan  database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait.
14.  Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi  Program KB.
15. Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat.
16. Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan  program  Kesehatan Reproduksi  Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin.
17. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan  program KB
	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur    menjadi pedoman seluruh penentu kebijkan. 
3.  Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (PT, Dunia Usaha,  LM, Profesi dll)
4. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel. 
5. Dukungan pemeritah pusat dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil 
6. Adanya regulasi yg memandatkan  layanan  bagi  perlindungan Perempuan   oleh Negara
7. Adanya Apresiasi Pemerintah dalam  penganugerahan pembangunan pemberdayan peremupan dan  perlindungan  anak dan kelompok disabilitas.
8. Komitmen Pemerintah Prov Kalimantan Timur terhadap perlindungan anak tertuang dalam Misi  lima.
9. Kewenangan DKP3A  untuk mendorong  percepatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.
10. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
11. Adanya kebijakan PUG  yang mendukung
12. Adanya mitra kerja dalam pelaksanaan  PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)
13. Beberapa urusan dlm  dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi
14. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota


	2.
	Meningkatya perlindungan anak 
	1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban pornografi, anak korban trafficking , anak korban kekerasan  dll
2. Pudarnya fungsi keluarga dan lingkungan sekitar  dalam penanaman nilai nilai luhur untuk menunjang  tumbuh kembang anak
3. Kepemilikan Akte kelahiran dan kartu identitas sebagai pemenuhan hak sipil anak perlu segera dipenuhi . 
4. Kesenjangan  fasilitas publik dengan fasilitas ramah anak masih cukup tinggi (sekolah, puskesmas dll)
5. Pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memerlukan wadah dan dukungan semua pihak. 
6. Untuk ketepatan sasaran dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak memerlukan ketepatan  data.
7. Keterlibatan mitra kerja , PT, Dunia Usaha, Org Masyarakat, Toga, Toma dalam pemenuhan dan perlindungan anak. 
8.  Komitmen OPD/ Masmedia instansi vertikal belum semuanya melaksanakan  mandat PUHA.
	1. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan  angka Perkawinan Usia Anak.
2. komitmen para  pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak perlu dikuatkan
3. Belum adanya Komitmen  OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)
4. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak dan OPD belum optimal  dalam menyuarakan PUHA.
5. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis perlindungan anak sehingga layanan perlindungan anak  mengalami hambatan untuk penyesuian.
6. Tidak semua korban memahami adanya layanan rujukan korban kekerasan







	1. Adanya apresiasi   baik Pemerintah atau bagi dalam  penyelenggaraan PUHA Terbaik.
2. Isu anak menjadi isu strategis oleh seluruhsektor. 
3.  Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM , PUSPAGA, PUSPA,APSAI, SPA Kampung KB)
4. Tersedianya  mekanisme  pendataan  anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak(IKKA).















	3
	1. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi Pemerintah yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik
2. Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman  perbaikan kinerja yang akan datang.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
4. Adanya Mutasi Pegawai  pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
5. Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
6. Capaian kinerja belum sepenuhnya optimal, karena capaian bersifat lintas sektor.


	1. Belum konsistenya   penempatan jabatan aparatur dengan keilmuan atau peta jabatan.
2. Perlu peningkatan  kualitas /   keterampilan  ASN terutama dalam penguasaan IT untuk menunjang  pekerjaan.
3. ASN belum  berkomitmen terhadap  Dokumen perencanaan program  sebagai pedoman

	1. Regulasi yang memberikn mandat  Beberapa urusan dlm tugas fungsi DKP3A TIMUR memudahkan koordinasi
2. Beberapa  aplikasi perencanaan dan pengaggaran telah terkoneksi memudahkan untuk melakukan pemantauan capaian kinerja.
3. Adanya sistem kepegawaian  yang menunjang capaiankinerja ASN (SAO, SKP, ANJAB dll).
4. Adanya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti Bimtek guna peningkatan Kualitas SDM. 




Dengan memperhatikan  faktor pendorong dan penghambat serta permasalahan yang dihadapi oleh DKP3A dalam memerankan  tugas dan fungsinya, selanjutnya diisusun  tujuan dan sasaran Renstra DKP3A ProvinsiKalimantan Timur yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya  PUG  melalui PPRG dan ARG dalam pembangunan daerah secara optimal dengan tujuan Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG).
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan tujuan Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang, perlindungan dan pemenuhan hak anak pada provinsi/ kabupaten/ Kota dengan tujuan Meningkatkan perlindungan bagi Perempuan dan anak dari korban Kekerasan dalam pelayanan terpadu secara berkualitas serta penurunan angka perkawinan usia anak. 
4. Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota  dengan tujuan untuk kemudahan keselarasan data program KB Provinsi dan  Kabupaten Kota.
5. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tujuan Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG).
6. Mendorong Tercapainya Pembangunan yang Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak melalui status formal oleh pemerintah.
7. Dukungan pemeritah pusat dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
8. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan
9. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencan
10. Peningkatan keluarga sejahtera

III. 4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
A. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 
Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah antara lain dapat dilakukan dengan metode/cara :
1. Melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang, kasub/kasie dan stafyang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode skoring dengan pembobotan: 
a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan 










Tabel 18.
Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
	No
	Kriteria*)
	Bobot**)

	1
	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi
	20

	2
	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
	20

	3
	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
	15

	4
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
	15

	5
	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
	30

	Total
	100




b. Melakukan penilaian (skoring) terhadap seluruh permasalahan 
dengan mengisi tabel berikut:
	
	Tabel 19.
	
	
	

	
	Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Permasalahan
	Kriteria 1
	Kriteria 2
	Kriteria 3
	Kriteria 4
	Kriteria 5
	Total
	Rangking

	
	
	Skor (1-5)
	x bobot 20
	Skor (1-5)
	x bobot 20
	Skor (1-5)
	x bobot 15
	Skor (1-5)
	x bobot 15
	Skor (1-5)
	x bobot 30
	Skor x Bobot
	

	1
	Data gender dan anak yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif
	5
	100
	5
	100
	5
	75
	5
	75
	4
	120
	470
	

	2
	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah
	5
	100
	5
	100
	5
	75
	4
	60
	4
	120
	455
	

	3
	Belum optimalnya lembaga masyarakat dalamprogram KB
	5
	100
	5
	100
	4
	60
	4
	60
	3
	90
	410
	

	5
	Tidak semua penegak hukum berkomitmen pada PUG dan PUHA
	5
	100
	5
	100
	5
	75
	4
	60
	5
	150
	485
	

	4
	Tidak maksimalnya fungsi dan peran lembaga perlindungan permpuan dan anak serta TPPO
	5
	100
	4
	80
	3
	45
	3
	45
	2
	60
	330
	

	6
	Belum optimalnya Capaian kinerja Perangkat Daerah
	3
	60
	2
	40
	2
	30
	4
	60
	1
	30
	220
	



Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Data yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen masih rendah 
3. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalamprogram KB
4. Tidak semua penegak hukum berkomitmen pada PUG dan PUHA
5. Tidak maksimalnya fungsi dan peran lembaga perlindungan permpuan dan anak serta TPPO
6. Belum optimalnya Capaian kinerja Perangkat Daerah
7. Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan dan ketersedian daya PLN belum 24 jam
8. Kurangnya perhatian dan komitmen pimpinan OPD dalam pelaksanaan mandat atas regulasi yang ada 
9. OPD baru belum membuat  lembaga PUG
10. Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi Duplikas
11. belum optimalnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif
12. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi
13. Bonus Demografi Pengembangan kapsitas penduduk(pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
14. Keterbatasan Modal
15. Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pengembangan UPPKS
16. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak di Kab./Kota
17. Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
18. Lemahnya komitmen pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak
19. Kurangnya komitmen pemda Kab./Kota terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
20. Terbatasnya jumlah lembaga layanan rehabilitasi
21. Belum adanya Komitmen  OPD untuk melibatkan hak partisipasi anak dalam penyusunan perencanaan
[image: ]BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan adalah  sesuatu kondisi yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023. Tujuan disesuaikan dengan rnam urusan yang diampu melalui DKP3A Prov  Kaltim, meliputi :

· Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
· Meningkatkan keberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur
· Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif
· Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
· Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
· Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana sarana prasarana penunjang pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A

2. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome)program Perangkat Daerah. Adapun  Sasaran yang ditetapkan meliputi :
· Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
· Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
· Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
· Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
· Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana
Gan 

IV. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 20.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
	NO
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
	Penurunan Rasio KDRT
(25%)
	Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	Penurunan angka kekerasan perempuan dan anak
	%
	45
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	2
	Meningkatkan keberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur 
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian
(7 kebijakan)
	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	Jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan
	Kebijakan
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	7

	3
	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif 
	Peningkatan dokumen administrasi kependudukan  dan Pemanfaatan data kependudukan  (14  mou)

	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600

	 
	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
	Rasio Akseptor KB
	Meningkatnya kualitas keluarga
	Peningkatan kebijakan tentang kualitas keluarga
	Kebijakan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	5
	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
	Jumlah data gender
(225  data Gender)
	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
	Peningkatan penyajian data gender dan anak
	%
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	225

	6
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana sarana prasarana penunjang pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
(100%)
	Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana 
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600











IV. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 21.
Indokator Kinerja Utama (IKU)
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Alasan
	Sumber Data
	Penjelasan                                                      (Formulasi Perhitungan)
	Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sertaTindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	Penurunan Rasio KDRT 
	%
	Angka kekerasan perempuan dan anak Kaltim Cenderung meningkat, maka diperlukan  strategi dalam pencegahan pelayanan /  agar  angka kekerasan dapat berkurang. Berdasarkam Sistem Informasi On Line perlindungan perempuan dan anak se Kaltim, pada tiga tahun terakhir mengalami turun naik dari  406, 722 dan  287. Walaupun  di tahun 2018 menggambarkan  adanya penurunan  kasus, namun hal tersebut masih menggambatrkan adanya pelanggaran hak atas perempuan dan anak, dan  perlu mendapatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan.  
	Simfoni PPPA, Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim), BPS Kaltim
	Jumlah KDRT
	x 100%
	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	    Jumlah Rumah  Tangga 
	 
	

	
	
	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak 
	%
	Angka perkawinan anak di Kaltim berjumlah 953 anak samadengan 0,08% dari jumlah keseluruhan anak  : 1.181. 370 . Terdapat 1.180. 417  anak yang perlu diberikan penguatan/pengetahuan tentang resiko  perkawinan anak . Jumlah angka  stunting  dikaltim yang tinggi,  peringkat ke 5 narkotika  di Nasional,  dan tindak kekerasan  Kaltim ke 7 merupakan permasalahan yang akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh Karena itu 
	Simfoni PPPA, Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim, Pengadilan Negeri ), BPS Kaltim.
	Jumlah anak yang sudah menikah 
	x 100%
	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	Jumlah anak yang belum menikah
	 
	

	2
	Meningkatnya pelaku ekonomi perempuan
	persentase pelaku ekonomi kepala rumah tangga perempuan miskin
	%
	Adanya kesenjangan IPM yang berada di peringkat ke 5 sedangkan IDG di peringkat ke 29, perlu dilakukan upaya-upaya dalam mencapai kesetaraan gender. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas hidup perempuan dari sisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai indikator IDG. Capaian  komposit Sumbangan Pendapatan Perkapita Perempuan Kaltim  mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding  sumbangan perkapita  laki - laki Kaltim, peningkatan pelaku ekonomi perempuan menjadi langkah strategis dalam menekan kesenjangan  pendapatan perempuan. ( YO = 14,932 dan YO 8,752)
	Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim), BPS Kaltim, Bappeda
	Jumlah kepala rumah tangga perempuan miskin
	
	x 100%



	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	Jumlah kepala rumah tangga perempuan
	 
	

	3
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan di dalam mendorong Program KB
	Rasio Akseptor KB
	%
	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim dengan jumlah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang tersedia di Kab/Kota maka selain diperlukan kuantitas juga diperlukan langkah awal peningkatan kualitas dari PLKB yang ada agar memiliki wawasan/pemahaman tentang keluarga secara kholistik dan Responsif gender untuk PLKB adalah sebagai ujung tombak  pengendalian penduduk di daerah 
	Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim), BKKBN Perwakilan Kaltim, BPS Kaltim
	Jumlah akseptor KB
	x 100%
	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	Jumlah pasangan usia subur
	 
	

	4
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
	Peningkatan dokumen administrasi kependudukan
	%
	 Data base  kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat  meliputi  kepemilikan Kartu  Keluarga , akte, E KTP, Kartu Identitas Anak, dll.  Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll  yang  diharapkan  mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga
	Administrasi Kependudukan Kabupaten Kota, Direktorat Jendral Kependudukan & Catatan Sipil Kemendagri
	Ada
	DKP3A

	5
	Meningkatkan pemanfaatan data gender
	Jumlah data gender
	%
	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama  dan pertama yang diperlukan untuk mempertimbangkan  waktu, objek, sasaran secara tepat,  sehingga program dan kegiatan  dapat dicapai   optimal . Dengan data gender Hasil, Partisipasi,Manfaat,  dan fungsi kontrol pembangunan  dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Penggunaan data gender  dalam pembangunan merupakan mandat RPJMNAS, RPJMD yang harus dipedomani dalam  pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh Perangkat Daerah. 
	Administrasi kependudukan (DKP3A kaltim), BPS Kaltim, KPPA-RI
	Jumlah data gender yang tersaji
	x 100%
	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	Jumlah data gender
	 
	

	6
	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
	%
	Optimalisasi peran ASN  dan Ketersediaan   sarana prasarana  merupakan hal utama dalam melaksanakan tugas fungsi Instansi Pemerintah. Urusan administrasi dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan kelompok urusan wajib  sehingga peran dan tugas Aparatur Sipil Negara harus dioptimalkan guna memenuhi kualitas layanan tersebut melalui diklat, evaluasi perencanaan program kegiatan DKP3A Provinsi Kaltim. 
	DKP3A Provinsi Kaltim
	Jumlah capaian kinerja yang tersedia
	x 100%
	DKP3A

	
	
	
	
	
	
	Jumlah kinerja
	 
	




IV. 3 [bookmark: _Ref257121606]STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 22.
Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

	NO
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
	Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	Penurunan angka kekerasan perempuan dan anak
	Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat, penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termaksud TPPO
	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termaksud tindak pidana perdagangan orang

	2
	Meningkatkan keberdayaan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur 
	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	Jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan
	Peningkatan Implementasi PUG melalui Pembentukan Focal Point dan  Penguatan POKJA PUG, Pembentukan Tim Teknis
	Pembentukan focal point yang di fokuskan pada OPD yang belum memiliki FP (Focal Point)

	3
	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif 
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Peningkatan kualitas teknis ADB SIAK, Peningkatan kualitas akses jaringan server. 
	Pembinaan teknis Administrator Database SIAK 

	 
	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
	Meningkatnya kualitas keluarga
	Peningkatan kebijakan tentang kualitas keluarga
	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat HIV/AIDS, NAPZA dan perencanaan perkawinan melalui pembinaan kelompok remaja dan intitusi masyarakat lainnya

	5
	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
	Peningkatan penyajian data gender dan anak
	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA

	6
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana sarana prasarana penunjang pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A
	Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana 
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
	Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja
	Evaluasi berkala atas dokumen perncanaan secara komperehensif







[image: ]BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/pagu yang bersifar indikatif. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKP3A.
Rencana program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program kegiatan sampai dengan tahun 2023 adalah 22 program dan 52 kegiatan. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaki kualitas pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menetapkan program-program ini, DKP3A membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Tabel 23.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Program / Kegiatan
	Indikator Program / Kegiatan
	Satuan
	Kondisi Awal Tahun 2018
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
	Kondisi Akhir

	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	target
	 Rp (Juta) 
	target
	 Rp (Juta) 
	target
	 Rp (Juta) 
	target
	 Rp (Juta) 
	target
	 Rp (Juta) 
	target
	 Rp (Juta) 

	Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Meningkatnya   kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana 
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
	%
	0
	90
	          1.675.214.000 
	90
	    1.700.000.000 
	90
	    1.800.000.000 
	90
	    1.900.000.000 
	90
	    2.000.000.000 
	90
	    9.075.214.000 

	
	
	
	-
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
	Terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran
	Tahun
	1
	1
	          1.675.214.000 
	1
	    1.700.000.000 
	1
	    1.800.000.000 
	1
	    1.900.000.000 
	1
	    2.000.000.000 
	1
	    9.075.214.000 

	
	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu
	%
	0
	1
	          1.559.826.000 
	1
	    3.990.000.000 
	2
	    2.980.000.000 
	2
	    2.495.000.000 
	3
	    2.840.000.000 
	3
	  13.864.826.000 

	
	
	
	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor
	Sapras
	47
	47
	          1.559.826.000 
	55
	    3.990.000.000 
	55
	    2.980.000.000 
	60
	    2.495.000.000 
	60
	    2.840.000.000 
	60
	  13.864.826.000 

	
	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
	%
	0
	60
	             594.000.000 
	60
	       710.000.000 
	60
	       720.000.000 
	60
	       740.000.000 
	60
	       750.000.000 
	60
	    3.514.000.000 

	
	
	
	-
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
	persentase capaian target kinerja
	Trip
	70
	70
	             540.000.000 
	80
	       650.000.000 
	90
	       660.000.000 
	100
	       670.000.000 
	100
	       680.000.000 
	100
	    3.200.000.000 

	
	
	
	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Jumlah Diklat yang diikuti Pegawai
	Diklat
	4
	4
	               54.000.000 
	6
	         60.000.000 
	7
	         60.000.000 
	8
	         70.000.000 
	9
	         70.000.000 
	9
	       314.000.000 

	
	
	
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD
	%
	63,9
	65
	             248.360.000 
	67
	       450.000.000 
	69
	       450.000.000 
	70
	       700.000.000 
	72
	       500.000.000 
	72
	    2.348.360.000 

	
	
	
	-
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
	Dokumen laporan capaian kinerja
	Laporan
	5
	5
	             248.360.000 
	5
	       100.000.000 
	5
	       100.000.000 
	5
	       150.000.000 
	5
	       100.000.000 
	5
	       698.360.000 

	
	
	
	-
	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak
	Jumlah rekomendasi rakor pemberdayaan perempuan
	Rekomendasi
	-
	-
	-
	1
	       150.000.000 
	1
	       150.000.000 
	1
	       250.000.000 
	1
	       150.000.000 
	1
	       700.000.000 

	
	
	
	-
	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA
	Jumlah dokumen Bidang Kependudukan, PP dan PA
	Rekomendasi
	-
	-
	-
	1
	       100.000.000 
	1
	       100.000.000 
	1
	       150.000.000 
	1
	       100.000.000 
	1
	       450.000.000 

	
	
	
	-
	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
	Jumlah pameran yang diikuti
	Pameran
	-
	-
	-
	2
	       100.000.000 
	2
	       100.000.000 
	3
	       150.000.000 
	3
	       150.000.000 
	3
	       500.000.000 

	Meningkatkan  upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
	Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	Penurunan angka kekerasan perempuan dan anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak
	%
	0,6
	0,6
	-
	0,7
	       900.000.000 
	0,8
	    1.050.000.000 
	0,9
	    1.050.000.000 
	1
	    1.200.000.000 
	1
	    4.200.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan Tumbuh Kembang Anak
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak
	Orang
	-
	-
	-
	80
	       300.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       400.000.000 
	320
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah Kabupaten/Kota menuju layak anak
	%
	-
	-
	 
	20
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	50
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah SDM terlatih konvensi hak anak
	SDM
	-
	-
	 
	1100
	 
	1100
	 
	1100
	 
	1100
	 
	4400
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan Perlindungan Anak
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak 
	Orang
	-
	-
	-
	110
	       300.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       400.000.000 
	350
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah Perangkat Daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana
	Perangkat Daerah
	-
	-
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	40
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak
	Kebijakan
	-
	-
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	4
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan Perlindungan Perempuan
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan
	Orang
	-
	-
	-
	50
	       300.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       350.000.000 
	80
	       400.000.000 
	290
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah Profil perlindungan perempuan Kaltim 
	Profil
	-
	-
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	4
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan 
	 
	-
	-
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	8
	 

	
	
	
	 Program penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
	Rasio KDRT
	%
	0,066
	-
	-
	0,054
	           200.000.000 
	0,048
	           250.000.000 
	0,066
	           400.000.000 
	0,038
	           350.000.000 
	0,038
	    1.200.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
	Persentase Pelayanan Perlindungan terpadu
	%
	85
	-
	-
	60
	       200.000.000 
	70
	       250.000.000 
	80
	       400.000.000 
	90
	       350.000.000 
	385
	    1.200.000.000 

	
	
	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
	%
	90
	100
	               82.650.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         82.650.000 

	
	
	
	-
	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
	Pelayanan Perlindungan terpadu
perempuan dan anak korban
kekerasan (Penerimaan pengaduan, rehabilitasi sosial,
pengaduan dan bantuan hukum,
kesehatan, reintergrasi dan
pemulangan)
	%
	50
	50
	               82.650.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         82.650.000 

	
	
	
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Persentase kekerasan terhadap perempuan
	%
	-
	25
	             111.000.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	       111.000.000 

	
	
	
	-
	Advokasi perlindungan perempuan
	Jumlah SDM yang mengikuti advokasi perlindungan perempuan
	SDM
	-
	40
	             111.000.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	       111.000.000 

	
	
	
	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak
	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak 
	%
	0,08
	0,08
	             223.985.000 
	0,07
	       300.000.000 
	0,06
	       300.000.000 
	0,05
	       300.000.000 
	0,04
	       300.000.000 
	0,04
	       126.490.000 

	
	
	
	-
	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak
	Jumlah anak yang
mendapatkan KIE tentang hak
sipil anak
	SDM
	-
	200
	               97.495.000 
	300
	       300.000.000 
	350 
	       300.000.000 
	350 
	       300.000.000 
	350
	       300.000.000 
	350
	    1.297.495.000 

	
	
	
	-
	Advokasi penetapan Kab/Kota menuju Kota Layak Anak
	Jumlah Kab/Kota
menuju kota layak anak
	%
	-
	5
	             126.490.000 
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	       126.490.000 

	
	
	
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur
	Kebijakan
	-
	1
	               87.390.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	         87.390.000 

	
	
	
	-
	Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur
	Jumlah peserta yang mengikuti penanaman nilai-nilai luhur
	SDM
	-
	80
	               87.390.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	         87.390.000 

	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur 
	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	Jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan
	Program Kesetaraan Gender
	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial
	%
	50
	60
	-
	70
	       900.000.000 
	80
	    1.050.000.000 
	90
	    1.050.000.000 
	100
	    1.200.000.000 
	100
	    4.200.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum
	Orang
	100
	-
	-
	100
	       300.000.000 
	125
	       350.000.000 
	150
	       350.000.000 
	175
	       400.000.000 
	175
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Persentase perempuan dalam jabatan politik
	%
	8
	-
	-
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	15
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik
	kebijakan
	1
	-
	-
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	9
	                        - 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah profil Pembangunan berbasis gender 
	Profil
	1
	-
	-
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya
	Orang
	-
	-
	-
	100
	       300.000.000 
	125
	       350.000.000 
	150
	       350.000.000 
	175
	       400.000.000 
	550
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	 Jumlah program kegiatan berbasis PPRG
	Program
	-
	-
	-
	10
	 
	10
	 
	10
	 
	      10 
	 
	40
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah kebijakan PUG
	Kebijakan
	1
	-
	-
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	        1 
	 
	5
	 

	
	
	
	 
	 
	Peningkatan peringkat  Evaluasi dan pemantauan PUG 
	Peringkat
	Madya
	-
	-
	Madya
	 
	-
	 
	Utama
	 
	-
	 
	Utama
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan kesetaraan gender bidang Ekonomi
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi
	Orang
	120
	-
	-
	350
	       300.000.000 
	125
	       350.000.000 
	150
	       350.000.000 
	175
	       400.000.000 
	260
	    1.400.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah  usaha KK Perempuan berbasis ICT
	Usaha
	-
	-
	-
	50
	 
	100
	 
	120
	 
	120
	 
	390
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dibina
	Desa Prima
	5
	-
	-
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	25
	 

	
	
	
	 
	 
	Jumlah forum koordinasi dan sinkronisasi kesetaraan gender bidang ekonomi 
	Forum
	-
	-
	-
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	6
	 

	
	
	
	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
	Persentase pelaku ekonomi perempuan
	%
	34
	48
	             158.900.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48
	 

	
	
	
	
	Persentase perempuan miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
	%
	11,45
	11,45
	 
	11,45
	       150.000.000 
	11,35
	       150.000.000 
	11,25
	       350.000.000 
	11,15
	       160.000.000 
	11,15
	       968.900.000 

	
	
	
	-
	Peningkatan Kewirausahaan perempuan 
	Jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha
	Peserta
	70
	70
	             158.900.000 
	169
	       150.000.000 
	338 
	       150.000.000 
	507 
	       350.000.000 
	679 
	       160.000.000 
	-
	       968.900.000 

	
	
	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
	Kebijakan
	1
	1
	        395.480.000,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	       395.480.000 

	
	
	
	-
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
	Jumlah Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik
	kebijakan
	1
	1
	             118.700.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	       118.700.000 

	
	
	
	-
	Rakor pemberdayaan perempuan dan anak
	Jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak
	Rekomendasi
	1
	1
	             276.780.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	       276.780.000 

	
	
	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Proporsi perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)                
	%
	40
	40
	        658.425.000,00 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	       658.425.000 

	
	
	
	-
	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
	Jumlah kajian pembangunan berbasis gender
	Kajian
	1
	1
	             282.975.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	       282.975.000 

	
	
	
	-
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
	Jumlah kelompok
UPPKS yang mendapatkan
advokasi dan pembinaan
	Kelompok
	12
	12
	             112.750.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24
	       112.750.000 

	
	
	
	-
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
	Jumlah peserta yang mengikuti
bimbingan manajemen
usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha
	Orang
	220
	220
	             262.700.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	440
	       262.700.000 

	
	
	
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga
	%
	100
	100
	               47.500.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         47.500.000 

	
	
	
	-
	penyuluhan bagi ibu rumah tangga perempuan dalam membangun keluarga di bidang ekonomi
	Jumlah kepala rumah tangga
yang mendapatkan Penyuluhan ekonomi 
	Orang
	50
	50
	               47.500.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         47.500.000 

	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
	Meningkatnya kualitas keluarga
	Peningkatan kebijakan tentang kualitas keluarga
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga (LSM)
	%
	50
	0
	-
	70
	       750.000.000 
	80
	       750.000.000 
	90
	       750.000.000 
	100
	       900.000.000 
	100
	    3.150.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan Pengendalian Penduduk
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk
	Orang
	1200
	0
	-
	230
	       250.000.000 
	330
	       250.000.000 
	340
	       250.000.000 
	350
	       300.000.000 
	2450
	    1.050.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan Kualitas Keluarga
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga
	Orang
	60
	12
	-
	15
	       250.000.000 
	15
	       250.000.000 
	15
	       250.000.000 
	15
	       300.000.000 
	72
	    1.050.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan Keluarga Berencana
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keluarga berencana
	Orang
	1050
	100
	-
	400
	       250.000.000 
	330
	       250.000.000 
	340
	       250.000.000 
	350
	       300.000.000 
	2570
	    1.050.000.000 

	
	
	
	Program Keluarga Berencana
	Terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk
	%
	100
	100
	             225.800.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	       225.800.000 

	
	
	
	-
	Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
	Pelayanan KIEdalam
mewujudkan kesetaraan
gender dan anak dalam
pengendalian penduduk
	Orang
	100
	100
	             225.800.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	       225.800.000 

	
	
	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi  Remaja (KRR)
	Jumlah remaja yang
mendapatkan advokasi dan KIE (Komumikasi, Informasi , Edukasi)
	Orang
	100
	100
	               95.900.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         95.900.000 

	
	
	
	-
	Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
	Remaja yang mendapatkan
advokasi dan KIE (Komunikasi,
Informasi, Edukasi)
	Orang
	100
	100
	               95.900.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	         95.900.000 

	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang  lebih uptdate dan komprehensif 
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan
	%
	-
	-
	-
	70
	       750.000.000 
	80
	       750.000.000 
	90
	       750.000.000 
	100
	       900.000.000 
	100
	    3.150.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk
	Orang
	-
	-
	-
	100
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       300.000.000 
	400
	    1.050.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan bina aparatur pencatatan sipil
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil
	Orang
	-
	-
	-
	100
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       300.000.000 
	400
	    1.050.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan monitoring, evaluasi dan dokumentasi
	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan
	PD
	-
	-
	-
	10
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       250.000.000 
	100
	       300.000.000 
	30
	    1.050.000.000 

	
	
	
	Program penataan administrasi kependudukan (DAK)
	Persentase penduduk yang memperoleh akses pelayanan administrasi kependudukan
	%
	85
	85
	          2.187.142.000 
	90
	    1.700.000.000 
	92
	    1.700.000.000 
	95
	    1.700.000.000 
	100
	    1.700.000.000 
	100
	    8.987.142.000 

	
	
	
	-
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil
	%
	97,74
	1,01
	          1.671.072.000 
	0,36
	    1.700.000.000 
	0,44
	    1.700.000.000 
	0,3
	    1.700.000.000 
	0,15
	    1.700.000.000 
	100
	    8.471.072.000 

	
	
	
	-
	Pelayanan administrasi kependudukan
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatan data adminduk
	%
	5
	5
	             516.070.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	       516.070.000 

	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi
	Peningkatan penyajian data gender dan anak
	Program Sistem Data Gender dan Anak
	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan
	%
	-
	-
	-
	70
	       750.000.000 
	80
	       750.000.000 
	90
	       750.000.000 
	100
	       900.000.000 
	100
	    3.150.000.000 

	
	
	
	-
	Kegiatan data dan informasi gender
	Persentase data gender
	%
	-
	-
	-
	50
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	10
	       300.000.000 
	100
	    1.050.000.000 

	
	
	
	 
	 
	jumlah pokja data pilah
	Pokja
	-
	-
	-
	30
	 
	40
	 
	50
	 
	50
	 
	170
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan data dan informasi anak
	jumlah data pilah anak dengan OPD terkait
	data pilah
	-
	-
	-
	30
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	10
	       300.000.000 
	80
	    1.050.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Persentase data anak 
	%
	-
	-
	-
	50
	 
	20
	 
	20
	 
	10
	 
	100
	 

	
	
	
	-
	Kegiatan informasi dan partisipasi
	Jumlah peserta Rakortek SIGA
	Orang
	-
	-
	-
	100
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	20
	       250.000.000 
	10
	       300.000.000 
	150
	    1.050.000.000 

	
	
	
	 
	 
	Kebijakan terkait pegembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA)
	Kebijakan
	-
	-
	-
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	6
	 

	
	
	
	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak
	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan
	%
	45
	45
	             319.500.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	       319.500.050 

	
	
	
	-
	Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak
	Persentase data pilah yang tersedia 
	%
	50
	50
	             319.500.000 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	       319.500.050 

	Total Anggaran
	          8.671.072.000 
	 
	  13.250.000.000 
	 
	  12.700.000.000 
	 
	  12.935.000.000 
	 
	  13.700.000.000 
	 
	  59.958.577.050 


Keterangan :
	
	Program / Kegiatan Prioritas





[image: ]BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA 
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2019-2023. 
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.
Pembangunan 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan. ditujukan untuk mendukung pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut :






Tabel 24.
Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan 
dan sasaran RPJMD
	[bookmark: RANGE!A1:J8]No
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	Target Akhir RPJMD

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Penurunan angka kekerasan perempuan dan anak
	%
	45
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	2
	Jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan
	Kebijakan
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	9

	3
	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600

	4
	Peningkatan kebijakan tentang kualitas keluarga
	Kebijakan
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	5
	Peningkatan penyajian data gender dan anak
	Nilai
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	225

	6
	Persentase pencapaian kinerja DKP3A
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	600






[image: ]
BAB VII
PENUTUP


VII. 1 Pedoman Transisi
Masa berlaku Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2005 - 2025.

VII. 2 Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. 
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
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Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
Nama Provinsi	
ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	JAMBI	SUMATERA SELATAN	BENGKULU	LAMPUNG	KEP. BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN RIAU	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWATENGAH	D I YOGYAKARTA	JAWATIMUR	BANTEN	BALI	NUSATENGGARA BARAT	NUSATENGGARATIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTANTENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTANTIMUR	KALIMANTAN UTARA	MALUKU UTARA	SULAWESI UTARA	SULAWESITENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESITENGGARA	GORONTALO	SULAWESI BARAT	MALUKU	PAPUA BARAT	PAPUA	91.665550046898019	90.650950977765888	94.157062449745396	88.172748752949332	88.129689174705248	92.434890450599411	91.343932599537979	90.485436893203158	88.927801724137936	92.958466453674049	94.702546156628259	89.182692307689649	91.944146079484412	94.386694386694359	90.758325531630319	91.136063408190225	93.703225806451258	90.356689694064556	92.437223042838369	86.280573517008719	88.909926967811927	88.601455133387219	85.617893290016326	85.955507906727419	94.77691691156825	91.664343462503481	92.844630103759258	90.235690235690242	86.644670778941332	89.444362996628072	92.745753272069052	89.151138716353501	82.416183335691045	79.380325329202194	Nasional	
90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	90.960000000000022	

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Kalimantan Timur	
2013	2014	2015	2016	2017	63.120000000000012	53.74	55.96	56.93	56.642614026394426	Nasional	
2013	2014	2015	2016	2017	70.459999999999994	70.679999999999978	70.83	71.39	71.737724466060527	


Pengeluaran Per Kapita
KALIMANTAN  TIMUR	
L	P	L	P	2016	2017	17549	6618	17830	6751	
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